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RINGKASAN

Pengaturan parate eksekusi dalam Undang-undang Hak Tanggungan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada kreditor dalam pemenuhan piutangnya manakala debitor wanprestasi, yakni kreditor dapat menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri tanpa harus melalui lembaga peradilan. Hanya saja kemudahan yang dipunyai kreditor tersebut pada kenyataannya tidak dapat dimanfaatkan karena terjadi kerancuan pengaturan mengenai parate eksekusi dalam Undang-undang Hak Tanggungan (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996), pengaturan Hak Tanggungan di satu sisi diatur bahwa hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (eigen machtige verkoop) lahir karena undang-undang, namun di sisi lain lahir dari perjanjian, sehingga menimbulkan makna ganda atau kabur. Kerancuan pengaturan parate eksekusi tersebut terlihat bilamana dihubungkan antara pasal 6 UUHT yang menyatakan pelaksanaannya melaui lelang umum sedangkan Penjelasan Umum angka 9 yang agar parate eksekusi pelaksanaannya mendasarkan kepada pasal 224 HIR. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang perlu dibahas adalah tentang (1) bagaimana pengaturan parate eksekusi dalam Undang-undang Hak Tanggungan (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996), (2) apakah parate eksekusi obyek Hak Tanggungan pada kreditor telah dilakukan sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahuan 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut UUHT). Beranjak dari permasalahan, kemudian dianalisis dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Pengeturan yang mendasar parate eksekusi adalah prinsip perlindungan hukum bagi kreditor bagi hak tanggungan pertama dengan tujuan sebagai sarana untuk mempercepat pelunasan piutang manakala debitor wanprestasi.

Bentuk pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditor dalam prakteknya selama ini adalah masih mengacu kepada eksekusi melalui fiat Pengadilan Negeri atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT, yang pelaksanaannya didasarkan kepada pasal 224 HIR/258 RBg, dan belum dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 6 jo. pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT. Karena hampir semua pihak berpedoman kepada Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan, sebenarnya sama sekali tidak dapat dijadikan acuan dan bukan pula merupakan suatu aturan yang wajib dipedomani dalam melaksanakan eksekusi atau obyek Hak Tanggungan karena putusan tersebut didasarkan kepada penafsiran yang keliru yang mencampuradukkan anatara pengertian parate eksekusi dengan pengertian eksekusi berdasarkan eksekutorial atau grosse akta hipotik. 
ABSTRACT
The purpose of this research to know deeply about several appointments that arrange, about process and barriers in performance of parate eksekusi risk right is done by private bank people in case to take discharge at debtor debts that deny of appointment (wanprestasi). The approximation is done by statute approach method to research of rules that its regulation is very conducive for performance of parate eksekusi, case approach to research "ratio decidendi or reasoning" of a jurisdiction judgment and conceptual approach to find some ideas that produce of means, concepts and principles of law that relevant with news is met, by manufacture of law material is done deductively, that the product is not numbers form, but try to express the principle and rule of law or information in statute to answer the problem of this research.

The right election to sell at own authority (parate eksekusi) risk right as research object, because although this parate eksekusi is main equipment for creditor as the first risk right holder to get ease in case to get discharge of his claim again, as one of appearance of special position as the first risk right holder, bit the buriers still happen in practice, even not performed yet as we hope.

By this research, all of side that connected in process of parate eksekusi performance can be understand about ratio legis of parate eksekusi regulation as meant in Chapter 6 of Statute No. 4 at 1996 about Statute of Risk Right at Land and Things that Connected by Land or before it is ruled in second paragraph of Chapter 1178 of Civil Law Statute Code about beding van eigenmachtige verkoop on hyphotic institution / credietverhand, so the institution of parate eksekusi can be felt really of usefulness actually by economic people and bank institution.
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